BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan vang tzlah penulis kemukakan pada
bab-bab terdahulu maka selanjuinya peouhis dapat memberikan beberapa
kesimpulan dan saran sebagai berikut :

5.1 Kesimpulan
1. Pengaruh kepaiuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan kewajiban
pajaknya terhadap peningkatzm penerimaan pajak penghasilan pasal

25/29 badan di KPP Prataﬁm Jekarta Pulogadung

a. Berdasarkan korelasi parsial didapat hasil ry, = 0,57 artinya
hubungan antara kepatuhan wajib pajak badan dengan penerimaan
pajek penghasilan kuat dmgaé asumsi pemeriksaan atas SKPKB
tetap.

b.  Berdasarkan uji hipotesis (t es) diketahui bahwa ty by = 0,22 < t
= 4,3 dengan demikian maka Ho diterima, artinya X; tidak
berpengaruh signifikan terhadap Y. Aninya bahwa variable
kepatuhan wajib pajak badan :{Q‘XI) tidak berpengaruh signifikan
terhadap peningkatan penerimazn pajak penghasilan pasal 25/29
(Y).

2. Pengaruh pemeriksaan atas SKPEE terhadap peningkatan penerimaan
pajak penghasilan pasal 25/29 badan di KPP Pratama Jakarta

Pulogadung
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a.  Berdasarkan korelasi parsial didapat hasil ry, = 0,90 yang artinya
hubungan antara variabel pemeriksaan atas SKPKB dengan
penerimaan pajak pengoasitan adalan kuar dengan asumsi
kepaiunan wanb pajak badan 1&fap.

b.  Berdasarkan up nipotesis {f vesy dikeranut panwa by o = L9 < Iy
= 4,3 dengan demikian maks Ho diferima, artinya X; tidak
berpengarun signifikan tebadap Y. Astieva bahwa  vanabel
pemeriksaan atas SKPKE (X} tidak bempengaruh signifikan
terhadap peningkaian peneriniaan pajak penghasiian pasal 25128
(Y},

3. Pengarun dan kepatunan Wajip Pyjak Badan dan pemeriksaan atas
SKPKEB terhadap peningkaian penerimaan pajak penghasilan pasal
25/29 badan di KPP Pratama Jakarta Pulogadung
a. Berdasarken hasi penguilan melalui analisa korelasi berganda

diperoleh R® atau koefisien determinas: = 0,96 artinya bahwa
variabel bebas yaitu kepatufian wajib pajak badan (X)) maupun
variabel pemertksaan atas SKPKB {30) mampu menerangkan: atau
menjelaskan  96% terhadap .ioiai varians penerimaan pajak
penghasilan. Nilai koefisien determinasi ini refatif besar, dan
menunjukkan bahwa varisbel yang dipilih yaitu kepainhan wajib
pajak badan dan peﬁm@riksam% atas SKPKB dapat menjelaskan
dengan baik terhadap variabel tidak bebasnya yaitu penigkatan

penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan sebanyak 0,02% dari
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varian peningkatan penerimaan pajak penghasilan dijelaskan oleh
variabel yang tidak dinkur dan 'z_ée*ﬁak diteliti.

b. Berdasarkan ujt F dikeratiut hahwa Fasit perattungan Fr: = 95,54
> Fu= 19,0 menunjukkan ﬁ)&hwa F-hitung 95,54 lebih besar dasi F-
tabel 19,0, Maka kesin-lpu'{annh%&i a.é%sﬁah totak Ho dan terima Ha.
Dapat diariikan bahwa variabel kepatuhan wajibs pajak badan dan
pemeriksaan atas SKPKB Ef:rpmgamh signifikan  terhadap
peningkatan penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29.

¢. Didapar garis Y, regresi linier berganda dari penerimaan pajak
penghasifan pasal 25/29 yaitu ;-

Y = -40.622.882.466,02+1 740 3%0 64 X, +784.074.970,43.,
menyatakan bahwa apabila kegézz%w}mﬂ watib pajak (X;) bertambah
I wajib pajak, maka penert mam; pajak akan bertambah sebesar Rp
1.740.389,64 dengan asumsi g%mmerié(saan atas SKPKB tesap.
Apabila pemeriksaan atas SKPKR {X:) bertambah 1 surat. maka
penerimaan pajak akan ben:amb&h ssbesar Rp 784.074.970.43
dengan asumsi kepattghan w&_ﬁié pajak tetap. Apabila kepatuhan
wajib pajak dan pemeriksaan aiﬁ"fi;i% SKPKE tetap maka penerimaan
pajak penghasilan di KPP P’mtamﬁa Jakarta Pulogadung adalah Rp -
40.622.882.466,02.

4. Kurangnya sumber daya pemeriksz dalam segi kualitas dan kuaniitas di

KPP Pratama Jakarta Pt.%lcsgadung; yang mengakibatkan kurang

terlaksananya pemeriksaan dengzn baik, Banyak dari wajib pajak badan
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vang belum sempat diperiksa karena begitu banyaknya jumtah wajib
pajak badan yang terdailar di KPP Pratama Jakaria Pulogadung dan

kurangnya sumber daya pemeriksa 41 KPP Pratama Jakaria Pulogadung.

5. Dilibat dari jumiah produk SKPEE vang dari tahun ke fahun semakin
meninghat dapat distimputkan bahwa juniian wajio pajak badan yang
tidak patufi terus meningkat, Meka dapat diartikan bahwa wajlb pajak
badan masin banyak yang kurang patuh

Saran

Saran — saran yang dapai peruvlis bertkan berdasarkan znalisa hasil

penefifian adaiah sebagai berikut -

i.

Intensifikasi kepada Wajib Pajak lama dan skstensifikast ternadap Wajib
Pajak baru harus lebig intersif lagi dulam rangka meningkatkan
kepatuhan wajib pajak dan pencrimaan pzjak penghasilan di KPP
Pratama Jakarta Pulogadung,

Peningkatan sosialisasi dan penyuluban kepada wajib pajak dan
masyarakat, khususnya kepada waiib pajak badan dalam hal i, yang
kegiatan usahanya belum besar, dan pengetahuan tentang pajaknya
masih minim, juga kepada ma.sya;vz&ké&' yang belum mengerti mengenai
pajak, agar terbuka pikirannya untuk membuat Nomor Pokok Wajib
Pajak, yang dapat pula menigkatkan penerimaan pajek penghasilan di

KPP Pratama Jakarta Pulogadung.
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Peningkatan pengawasan dan permeriksaan terhadap SPT yang
dilaporkan agar tidak ada yang dirugikan, baik waijib pajak maupun
pemerintah. Semoga pengawasan dan pemertksasn di KPP Pratama
Jakarta Pufogadung bisa febih ditingiarkan. dan tidak pilih pilih dalam
memeriksa SPT yang dilaporkan Sebalknya semua SPT yang
dilaporkan bisa diperiksa dengan baik, jargan memeriksa apabila ada
yang gawjii saja, daa juga jangan hanya memeriksa perusahaan atay
badan yang pajak terhutangnya dalam ancka yang besar saja, karena
tidek meutup kemungkinan perusatiaan  atau padan yang pajak
terhutangnya kecil juga dapat menyelewengkan pajakaya. Hal inj perlu
diperhatikan, karena dapat mem&gikzm. negara,
Pemberian sanksi administrasi secara tegas terhadap Wajib Pajak yang
tidak memenuhi kewajibannya ztan tidak paiuh. Dalam pemberian
sanksi dan tindak lanjut dalam pemertksaan diharapkan agar pihak KPP
Pratama Jakarta Pulogadung dapat bertindak dengan tegas, jujur, dan
adil terhadap perusahaan atan badan vang bersengketa. Pemberian
sanksi dimaksudkan agar membuat Jera wajib pajak yang bermasalah,

agar Hdak torulang lagi, dan jugd bisa melaporkan hasil pajak

terhutangnya sccarn Sonar

Sl Tanis Pliyinaa Dol e a2 Jzhantz Palogadung harus lebih
ditingkatlian ozl s melipalinocnglh poangntol v RO
SIngnipIningtitin sk R L Tt iote Tt et rr T
kualitez, o oo v e g g -
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pemeriksa yang baik dari segi kualitas dan kuantitas maka drharapkan
pula semakin banyak wajib pzjak vang patuh karena pekerja KPP
tersebut bekega dengan kualitas vang batk, dan Juga melihat jumiah
wajib pajak badan yang banvek. diharapkan KPP Pratama Jakarta
Pulogadung mempunyai jumish pekerja vang banyak pula, atau baik
dafam segi kuantitas. Semoga deng;zm sermakin banyaknya sumber daya
pemeriksa yang berkualitas semakin banyak pula wajib pajak badan

khusnya vang patuh terhadap peraturan perpajakan.
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Lampiran 1

PEMERIKSAAN PAJAK

A. Dasar Hukum

Pasal 29 dan 44 Undang-Undang Nomor 6 Tzhun 1983 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 TARLN 1994 Tanggal 23 Desember 1994
Tentang Pencabutan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983
tentang Pendafiaran, Pemberian NPW2, Penyampaian SPT dan Persyaratan
Pengajuan Keberatan dan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan

KMK Nomor 625/KMEK.04/1994 tanggzl 27 Desember 1994 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan

KMK Nomor 545/KMK.684/2000 Tanggal 22 Desember 2000 Tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan

KEP - 61/PJ.7/1993 Tanggal 9 Marei 1993 Tentang Pedoman Pemeriksaan
Pajak Terhadap Waiib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

KEP - 18/PJ/1995 Tanggal 23 Februari 1995 fentang Tata Cara Penyegelan
Dalam Rangka Pemeriksaan di Bidang Perpajakan

KEP - 137/P3./1999 Tangeal 18 Juni 1099 Tentang Sistem Kriteria Seleksi
SPT Untuk Diperiksa : :

SE - 11/PJ.7/1994 Tanggal 19 Agustus 1994 Tentang Pemeriksaan
Keterkaitan '

SE - 07/PJ.7/1995 Tanggal 31 Maret 1995 Tentang Kerahahasiaan Bank
Dalam Kaitannya Dengan Pemeriksaan Pajak-

SE - 14/PJ,7/1995 Tanggal 15 Agustus 1995 Tentang Penegasan
Pemeriksaan Keterkaitan :

SE - 02/PJ.7/1995 Tanggal 14 Februari 1996 Tentang Penegasan dan
Penyempurnaan Ketentuan Pemeriksaan Rutin

SE - 03/P1.7/1996, 7 Maret 1996 Teatang Peireriksaan Khusus

SE - 18/PJ.7/1996 Tangsal 24 Okiober 1956 Tentang Pemeriksaan
Sederitana Lapangan Dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak

SE - 02/P.J.7/1997 Tanggal 7 Februari 1997 Tentang Pemeriksaan Sederhana
Lapangan PPN dan PPn BM Terhadap Pengusaha Kena Fajak Pedagang
Eceran

SE - 12/PJ.73/19%7 Tanggal 26 September 1997 Tentang Penegasan atas
Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi

SE - 01/PL.7/1998 Tanggal 30 Maret 1998 Tentanig Pemeriksaan Ulang

SE - 04/P.1.7/1998 Tanggal 15 Juni 1998 Tentang Penegasan Pelaksanaan
Pemeriksaan Pajak :

SE - 06/PJ4.7/1998 Tanggal 3 Juli 1998 Tentang Pencabutan Ketentuan
Tentang Pemeriksaan : :

SE - 07/PJ.7/1998 Tanggal 28 Juli 1998 Tentang Penegasan Kebijaksanaan
Pemeriksaan : : :

SE - 09/PJ.7/1998 Tanggal 28 Agustus 1998 Tentang Penegasan atas
Pelaksanaan Pemeriksaan/Penyelesaian SPT Tahanan PPh Wajib Pajak

Orang Pribadi/Badan Yang Menyatakar: Iebih Bayar




SE - 11/PJ.7/1998 Tanggal 19 Oktober 1998 tentang Pemeriksaan Sederhana
Lapangan Terhadap Wajib Pajak Yang Tempat Terdafiamya Berpindah dari
KPP Tempat Wajib Pajak Semula Terdafiar ke KPP Lainnya

SE - 06/PJ.7/1999 Tanggal 11 Agustus 1999 Tentang Perlakuan dan
Pendekatan Pemeriksaan Terhadap Golongan Wajib Pajak Serta Peperapan
Teknik Sampling Dalam Pemeriksnan Pajak.

SE - 6/PJL.5/1285 Tanggal 20 N{)pemhwr 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemeriksaan

SE - 04/PJ.43/2080 Tanggal 8 Maret 2000 Tentang Pemeriksaan Sederhana
Lapangan Atas Wajib Pajak Yang Telah Mendapat Izin Pemusatan
Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21

SE - 04/P}.7/2000 Tanggal 12 April 2000 Tentang Kebijaksanaan
Pemeriksaan Tahun 2000

SE - 04/PJ.5/1986 Tangpal 25 April 1986 Tentang Penjelasan Tentang Bukti
Permmlaan Adanya Tindak Pidanz di Bidang Perpajakan

SE - 07/PJ.7/2000 Tanggal 17 Juli 2000 Tentang Implementasi Rencana dan
Strategi Pemeriksaan Pajak _

SE - 10/PJ.7/2008 Tangeal 13 Oktober 2000 Tentang Penegasan
Kebijaksanaan Pemeriksaan Tahua 2000

SE - 05/PJ.7/2002 tentang Pemwkgm oleh Kantor Penyuluhan daa
Pengamatan Potensi Perpajakan.

SE - 07/P.J.7/2002 tentang Peneg,mszm Pemeriksaan Sederhana Lapangan
(PSL) atas Penghapusan NPWP/MFPEF karena perubahan tempat terdafiar.
SE - 03/PJ.7/2001 tentang Kebijaian Pemeriksaan ( Sert Pemeriksaan 01-01)
SE - 03/PJ.7/2003 Tanggal 1 Apiil 2003 ’Ientang Kebijakan Pemeriksaan
Pajak (Seri Pemeriksaan 01-03). :

SE - 02/P.J.7/2003 Tanggal 30 Apnit 2003 Tentang Masa Transisi Penerapan
SE - 05/P.J.7/2003 Tanggal 26 Sepiember 20433 Tentang Beberapa Penegasan
Kebijakan Pemeriksaan Pajak.

SE - 06/P.J.7/2004 Tanggal 6 Agusms 2004 Tentang Pemeriksaan Sederhana
Lapangan Dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak.

SE - 02/P.J.7/2005 Tanggat 31 Meret 2003 Tentang Kebijakan Pemeriksaan
Berdasar Kriteria Seleksi

KEP - 142/PJ./2005 Tanggal 31 Agustus 2005 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor




Lampiran 2

Peraturan Terkait
16 TAHUN 2000 PERUBLHAN KEDUA ATAS IINDANG-UNDANG NOMOR 6
TARUN 1583 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKLN

6 TAHUN 1983 KETENTUAN UMUM DAN TATA CRARA PERPAJAKAN

625/FMK.04/1094 TATA CARA PEMERIKSAAN' DI BIDANG PERPAJAKAN
Dirubah Teraihiy

123/PMK.D3/2006 PERUBAHAN ATAES KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

HOMOR B45/KME.04/2000: YENTANG TATA CARD
PEMERIKSAAN PAJAE

Peraturan Detail :
Perihal : TATA CARA PEMERTESAAN PAJAK
Tanggal Terbit : Jumat, 22 Desember 2000

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPQELIK INDONESIA
NOMOR 545/¥ME, 04/2000

TENTANG
TATA CRRA PEMERIKSAAN FAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUSLIK iNQONESIA
Menimbang 3

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Ferpzjakan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor
16 Tzhun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Tata Cara Pemeriksaan Pajak;

L]

Mengingat

1. Undang-undang Nemor € Tahur 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan {(Lembaran
Negara Republik Indconesia Tahun 1983 Neomor 49, Tambahan Lembaran
Hegara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah diubas ferakhir dengan Undang-undang
Hemor 16 Tahun: 2000
{Lembaran Negara Republik Indonesia Pehun 2200 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 39845

2. Keputusan Presiden ¥omer 234/M Tahun 2000
MEMUTUS Kk

Menetapkan:
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2)

EKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMERIKSRAN PAJEK.

BE3 T
KETENTUAN IJMUM

Fasal i~
Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

Pemerikszan adalah serangkailan kegiatan untuk mencari, mengunpulkan,
mengolah data dan atau keterangan iainnys untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajeskan dan antuk tujuan lain daiam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pemeriksa Pajak adalah Pegawal Negeri Sipil di lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ‘ditunjuk oleh Direktur Jenderal
Pajak vyang diberi tugas, wewenang, «an tanggung Jawab untuk
melaksanakan pemeriksaan pajak. _

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yany dilakukan secara terxatur
untuk mengumpulkan dacta dan informasi keuvangan vang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan ktiava, serta jumlah harga perolehan
dan penyerahan barang atau jasa, yang .ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak
berakhir. :

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaen: (Closing Conference) adalah
pembahasan yang dilakoukan antara pemeriksa ‘Fajak dan Wajib Pajak atas
temwuan selama pemeriksaan, dan hasi® batassh teman tersebut haik vang
disetuiui maupun yang tidak disetujul dituangkan dalam Berita Acara
Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani ‘cleh Pemeriksa Pajak dan Wajib
Pajak. :

Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang
diselenggarakan oleh Pemerxiksa Fajak' mengenai prosedur pemsriksaan
yang ditempuh, penguijian yang dilakuekan, bakti dan keterangan yang
dikuompulkan den kesimpulan vang diamiil sehubungan dengan pelaksaraan
pemeriksaan. '

Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan tentang hasil peneriksaan
vang disusun oleh Peneriksa  Pajek seécara ringkas dan jelas serta
sesuai dengan ruang linakup dan tujuan pemerdksaan.

Bukti permulaan adalah keadsan dan aau  Ddbukti-bukti, baik berupa
keterangan, tulisan, perbuatan, atau benda-benda yang dapat memberikan
petunjuk bahwa suatu tindak pidana sédang atau telah terjadi wvang
dilakukan oleh Wajib Pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada
Hegara. .

Pemeriksaan bukti permulaan adzlah pameriksaan pajak untuk mendapatkan
bukti permulaan tentang adanya dugaon telah terjadi tindak pidana di
bidang perpajakan. : )

BAB II
TUJUAN'PEMKRIKSRAN

Pasal 2
Tujuan Pemeriksaan adalah untuk mengrii kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dalam rangka membexikan kepastian hukum, keadilan, dan
pembinaan kepada Wajik Pajak: dan tujuan  lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pemeriksaan sebagaimanz dimsksud dalam ayat (1} huruf a dapat
dilakukan dalam hal .

a} Surat Pemberitahuan menunjukan | kelebihan pembayaran pajak,
termasuk Vang telah ' diberikan pengembalian pendahuluan
kelebihan pajak; Surat Penberitahiuan Tahunan Pajak Penghasilan
menunjukan rugi; Sarat [ Pemberitahuan tidak disampaikan atau
disampaikan ftidak pada . waktu vang telah ditetapkan; Surat
Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan
oleh Direktur Jenderal Pajak; '



b) ada indikasi kewajiban perpajekan selain kewajiban texsebut

pada huruf ¢ tidak dipenuhi.
3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud calam awat (1) huruf b meliputi
pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka

a) pemberian Nomor Pokok: Wajib Pajak s=cara jabatan; penghapusan
Homor FPokok Wajib Pajak: pengukuhan atau pencabutan pengukuhan
Pengusaha- Kena Pajalk; Rajib  Pajuk mengajukan keberatan;
pengumpnlan bahan guna FenyuUsunan Horma Penghitungan
Penghasilan Netor pencocokan deta dan atau alat keterangan;
penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil; penentuan
satu avau lebih tempat’ tervtang Fajak Pertambahan Nilai;

b} pelaksanaan ketentuan Feratureh perundang-undangan perpajakan
untuk tujuan lain selain huruf 8 sampai dengan huruf h.

RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU FEMEFIKSARAN

pasel I

1) Ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari

a) Pemeriksaan Lapangan yang melipunti. suatw jenis pajak atau seluruh
jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun~tahun sebaelumnya
dan atau untuk tujuan lain! yang dilakukan di tempat Waiib Pajak;

b) Pemeriksaan Kantor vang meliputi duatu jenis pajak tertentu baik
tahun berjalan dan a=zau tahun-tahun sebzlumnya yang dilakukan di
kantor Direktorat Jenderal Pajak. '

2} Pemeriksaan sebagaimana dimaksug dalam ayat {1} huruf a dapat
dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap atsu pemeriksaan sederhana.

3) Pemeriksaan sebagaimanz dimaksud dzlam ayat {1} huruf b hanye dapat
dilaksanakan dengan pemexriksaan Sederhana.

4) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2} dilaksanakan
dalam jangka wakiu 2 (cua) bulan éan dapat dipexpanjang menjadi paling
lama 8 (delapan) bulan. ;

5) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dima¥sud dalam ayat (2) dilaksanakan
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi
paling lama 2 (dua) bulan. ;

©) Pemeriksaan sederhansz sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan
dalam jangka waktu 4 (empat} minggu dan dapat diperpanjang menjadi
raling lama 6 (enam) minggu. | )

.7) BApabila dalam pelaksanaan Pemeriksasn sehagaimana dimaksud dalem avat
(1) huraf b ditemukan indikasi adanys transaxsi yang nmengandung unsur
transfer pricing, maka lingkup pemeriksaan ditingkatkan menjadi
Pemeriksaan Lapangan. _ : _

8) Pemeriksaan Lapangan berkenaan dengsn. ditemukannya indikasi adanya
unsur  transfer pricing, vang memerivkan pemeriksaan yang lebih
mendalam serta memerlukan waktu vang lebih lama dilaksanakap dalam
jangka waktu paling lama I (dua) tahur.

8) Jangka waktu pelaksanaan pemerikssen sebageimana dimaksud dalam avat
(8} tidak berlzku dalam hal pemeriksasn vany dilaksanakan berkenaan
dengan Surat Pemberitahuan yang mnenyatakan permchonan pengembal-an
kelebihan pembayaran paiak. : 3

BAB IV

NORMA DAN PEDCMAH FEMERIKSIEAN

Easal 4
Perweriksaan dilakukan dengan berpedoman rada Norma Pemeriksaan y&ng

N

berkaitan dengan Pemeriksa Pajak, Femerilkssan, dan Wajib Pajak.

Paszl 5 :
1) Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajek dalam rangka
Pemeriksaan Lapangan adalah sebagai berikut o



2}

a} Pemeriksa Pajak hazus memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa dan
dilengkapi dengan Surat Perlntaa Fameriksaan pada waktu melakukan
pemeriksaan;

b} Pemerikss Paljak wajib member: taﬁukan secara tertulis tentang akan
dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Paiak;

c) Pemeriksa Pajak wajib memperiihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan
Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

d} Pemeriksa Pajak wajib menjelasksh meksud dan tujuan pemeriksaan
kepada Wajib Pajak yang dkan diperiksa:

e) Pemeriksa Pajak wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajalk:

I) Pemeriksa Pajak wajlib memberitahvkan secara tertulis kepada Najlb
Pajak tentang hasil pemeriksezar berupa. hal-hal yang berbeda antara
Surat Femberitahuan dengan hasil pereriksasn untuk ditanggapi
Wajib Pajak; _ .

g) Pemeriksa Pajak wajib memberi petuniuk zepada Wajib Pajak mengenai
penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya
mengenai pemenuhan kewajilban | perpajakan sehubungan dengan
pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan
pembukuan atau pencatatan dan pemenuhen kewajiban perpajakan dalam
tahun~tahun selaniutnya dll&ﬁﬁdnakrﬁ zesual dengan ketentuan yang
beriaku;

h) Pemeriksa Fajak wa?ib mengembalikan kuku-buke, catatan~catatan,
dan dokumen pendukung lainnya yeng .cipinjam dari Wa3jib Pajak
paling lama 14 {empat belas) hari seijak selesainya pemeriksaan;

i) Pemeriksa Pajak dilarang memberitshukan Xepada pihak lain vang
tidak berhak segala sesuatv yarig diketahui atau diberitazhukan
kepadanya oleh Wajib Pajek dalam rangka pemeriksaan.

Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengen Pemeriksa Pajak dalam rangka

FPemeriksaan Kantor adalah sebagai berikut :

a) Pemeriksa Pajak, dengan menggunakan  surat  panggilan yang
ditandatangani oleh HKepala Xanior yang bersaagkutan, memanggil
Wajib Pajak untuk datang ke kantor Dinektorat Jenderal Pajak yang
ditunjuk dalam rangka pemeriksaan;

b) Pemeriksa Pajak wajidb menielaskan maksud dan tujuan pemeriksaan
kepada Wajib Pajak yang akan cdipsriksa

c} Pemeriksa Pajak wajib membuat Lapcran Fesperiksaan Pajak;

d) Pemeriksa Pajak walib memberitabuksan secara tertulis kepada Wajib
Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa kal-hal vang berbeda antara
Surat Pemberitahuan dengan hasil pem@rxkaamn,

e) Pemeriksa Pajak wajib memberi perunijuk ‘kepada Waijib Pajak mengenai
penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya
mengenai pemenuhan kewaiiban werpaiakan sehubungan dengan
pemeriksaan yang dilakukan dengan  tuiuan agar penyelenggaraan
pembukuan atau pencatatan dan psmenuhan kewajiban perpajakan Zalam
tahun-tahun selanjuitnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

f) Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan- catatan,
dan dokumen pendukung lzinnva yanyg dipinjam daxi Wajib Pajak
paling lama 7 {tujuh) hari ssiak se élesainys pemeriksaan;

g) Pemeriksa Pajak dilarang menberitshukan kepada pihak lain yang
tidak berhak segala sesuatu vang diketshui stau diberitahukan
kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangke pemeriksaan.

: Pagal & -

Norma Pemeriksaan yang berkaiten dengen ?ela&sandan Pemeriksaan adalah
sebagai berikut

a.
k.

Pemeriksaan dapat dilakuikan oleh seorang atau lebih Pemeriksa Fajdak;
Pemeriksaan dilaksanakan di Kartor Direktorat Jenderal Paiak, di
Kantor Wajib Pajak atavw di FKantor Iainnye atau di pabrik atau di
tempat usaha atau di tempat pekerjasn bebss atau di tempat tinggal
Wajib Pajak atau ¢di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jendzsral
Pajak;



¢. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja can apabila dipandeng perlu
dapat dilanjutkan di luar jam kerjs;

d. Hasil pemeriksaan dituangkar dalam Hertas Ferja Pemeriksaan;

e. Laporan Pemeriksaan Pajak  disugun  kerdasarkan  Kertas Kerja
Pemeriksaan;

£. Hasil Pemeriksaan Lapangan yang seiuruhnya disetujui Wajib Pajak atau
kuasanya, dibuatkan surat peraystasn: tentang persetujuan tersebut dan
ditandatangani oleh Wajib Pajak yvang bersdngkutan atau kuasanya;

g. Terhadap temusn sebagai hasil Pemeriksaen Lengkap vang tidak atau
tidak seluruvhnya disetujui olen ®Wedib Pajak, dilakukan Pembszhasan
Akhir Hasil Femeriksaan dan dibuatkan Serita Acara Hasil Pemeriksaan;

h. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Fajak, diterbitkan surat ketetapan
pajak dan Surat Tagihan Pajak, kecuali pemerikssan dilanjutken dengan
tindakan penyidikan. :

Pagal 7
Norma Pemeriksaan yang kerkaitan dengan Wejib Pajak adalah sebagai
berikut

a. Dalam hal Femeriksaan Lapangan., Waiib Pajak berhak meminta kepada
Pemeriksa Pajak untuk memperiibatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan
Tanda Pengenal Pemeriksa;

b. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberilkan
penjelasan tentang maksud dan tujvan pemeriisaan;

¢. Dalam hal Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib memenuhi panggilan
untuk datang menghad:iri pemeriksaan  sesuai  dengan  waktu yang
ditentukan;

4. Wajib Pajak wajib memenuhi permintzen peminiaman buku-buku, catatan-
catatan, dan  dokumen-dokumen vang dipsrlukan untuk kelancaran
pemeriksaan dan memberikan keterangsn: dalam jangka waktu paling lama 7
(tujuh} hari sejak tanggal surst peimintaan, dan apabila permintaan
tersebut tidak dipenuhi oleh Wajik Padalk, maka pajak yang teratang
dapat dihitung secara jebatan; : :

2. Wajib Pajak bperhak meminta kepaca Permerciksa Pajak rincian vyang
berkenaan dengan hal-hal yang berbeds antara hasil pemeriksaan dengan
Surat Pemberitahuan;

. Wajib Pajak ataun kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan
persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaza disetujuinya;

9. Dalam hal Pemeriksaan Lengkap, W®ajib Pajak ateuw kuasanya wajib
menandatangani Berita  Aczra Hazil Femeriksaan apakila hasil
pemeriksaan tersebut tidak atau tidak selurihnya disetujui;

h. Dalam rangka pelaksansan pemeriksaan, Waiib Pajak wajib melaksanakan
ketentuan sebagaimana diatur daiam Fasal 2% Undang-undang Nomsr 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Pasal %
Felaksanaan pemeriksaan didasarkan pada  padoman pemeriksaan pajak yang
meliputi Pedoman Umumn Pemeriksaan Pajak, - Pedoman Pelaksanaan Pemsriksaan
Pajak, dan Pedoman Lapocran Pemeriksacn Pajan.

Pasal 9
Fedoman Umum Pemeriksaan adalah sebagai berikut
&. Pemeriksasn dilaksanakan olehl Pemerikss Pajak vang

1} telah mendapar pendidikan tekais yang cukup dan memiliki
keterampilan sebagai Pemérikes Pajak;:

2)  bekerja dengan Jujur, ° bertanggung cawab, penuh pengabdian,
bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri
dari perbuatan tercela; dan

3) menggunakan keahkliannya secara  cermat dan  seksama serta
memberikan gambaran yang: sesuai déngan’ keadaan sebenarnys tentang
Wajib Pajak; 3 '



b.

Temuan hasil pemeriksaan ditvangkan. dalam Kertas Kerja Pemeriksaan
sebagal bahan untuk menyusur Laporan Pemeriksaan Pajak.

Pasal 15

Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sgbagai berikut :

a.

b.

Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dangan persiapan yang baik,
sesuai dengan. tujuan pemeriksasn, dan mendapat pengawasan yang
seksama;

Luas pemeriksaan ditentukan berdassrkan pstunjuk yang dipercleh yang
harus dikembangkan melalui pencocokean data, pengamatan, tanya jawab,
dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan;

Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didesarkan pada tsmuan
yvang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan
prerpajakan.

Pasal 1%

Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak acdalah sebagail berikut

g.

2)

Laporan Pemeriksaan Pajak disusur secard ringkas dan jelas, memuat
ruang lingkup sesuai dengan tujwen pemsriksaan, memuat kesimpulan
Pemeriksa Pajak yang didukung temuan vang kuat tentang ada atau iidak
adanya penyimpangan terhadap peraturan perindang-undangan perpajakan,
dan memuat pula pengungkapan informssi lain yang terkait.

Laporan Pemeriksasan Pajak yeng ‘berkaitan dengan pengungkapan
penyimpangan Surat Penberitahuan haxus wemperhatikan Kertas XKerja
Pemeriksaan antara lain mengenai

1) berbagai faktor perbandingan;

2) nilai absolut dari penxlnpaﬁcan,

3) sifat dari penyimpangan;

4) petunjuk atau temuan adanya penyimpangan;
5) pengaruh penyimpangan;: '

6} hubungan dengan permasalakan Zainnya.

Laporan Pemerikszam Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan
rinci seswval dengan tujuan pemeriksaan.

BnB V|
PELAKSANARN PEMERIKSAZN

Pasal LI

Dalam melakukan Pemeriksaan Lapangan, Femer-ksa Pajak berwenang:

a. memeriksa dan ataus memingam buku-buiu, catatan-catatan, dan
dokumen-dokumen perdukung lainnve termasuk keluaran ataun media
komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;

b. meminta keterangan lisan dan ataa tertalis dari Wajib Pajak yang
diperiksa;

€. memasuki tempat eatau ruangan yang diduga merupakan tempat
menyimpan dckumen, uang, barany, yang dapat memberi petuniuk
tentang hkeadaan usaha Wajil Pajak dan atau tempat-tempat lain
yang dianggap penting serta wmelskukan pemeriksaan di tempat-
tempat tersebut:; '

d. melakukan penysgelan tempat atau ruan gan tersebut pada huruf c,
apablla Wajib Pajak atan wakil etau: kuasanya tidak memberikan
kesempatan untuk memasuki sempat ates ruangan dimaksud, atau
tidak ada di tempat pada saat pemériksaan dilakukan;

e. meminta kecerangan dan- atau :data yang diperlukan dari pihak
ketiga yang mempomryei hubungsn desgan Wajib Pajak yang diperiksa.

Dalam melakukaen Pemeriksaan Kantor, Pemeriisa Pajak berwenang :

a. memerikss dan atau memingam ba<L ke dan catatan-cataten Wajib
Pajak;

b. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak vang
diperiksa;




3)

4)

1)

2)

3}

4)

5)

6)

7)

8}

1}

c. meminta keterangan dsn avau data vang diperlukan dari pihak
ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Atas peminjaman buku-buku dan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a dan huruf e, dan ayat (2) huruf a dan huruf o
diberikan tanda bukti peminjaman yang menyebutksan secara rinci dan
Jelas mengenai jenis serta jumlahnya.
Tata cara penyegelan sebagaimenz dimaksud dalam ayat (1) huruf d,
ditetapkan dengan Keputusan'Direkitur Jende-al Pajak.

Pazal 23
Apabila pada saat dilakuken Pemeriksaan Lapengan, Walib Pajak atau
kuasanya tidak ada di tempat, @ maka pemeriksaan tetap dapat
dilazksanakan sepanjang ada pihak yaag dapat dan mempunyai kewenangan
untuk bertindak selaku yang mewakili wWaiih Pajak, terbatas untuk hal
vang ada dalam kewenangannya, den’ selanjutnya pemeriksaan ditunda
untuk dilanjutkan pada kesempaten berikutnva.
Untuk keperluan pengamanan pemeriksasn, maka sebelum Pemeriksaan
Lapangan ditunda, Pemeriksa Pajak dapat melakukan penyegelan.
Apabila pada saat Pemeriksaan Lapsngsn dilanjutkan seteleh «dilakukan
penundaan sebagaimana dimsksud deian  ayst (1), Wajib Pajazk atau
kuasanya tidak juga ada di tempeat, maks pemeriksaan tetap dilaksanazkan
dengan terlebih dshulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan
untuk mewakili Wajib Pajak guna membintu kelancaran pemeriksaan.
Dalam hal pegawai Wajib Pajak yarg diminta mewakili Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3} menolak untuk membanta kelancaran
pemeriksaan, maka pegawai terselut  harus menandatangsni  Surat
Pernyataan Fenolakan Membantu Eelancaran Pemeriksaan.
Dalam hal terjadi penclakan @ untuk menandatangani  Surat
Pernvataan Penolakan Membanty Xelancaran Pemerikseaan
sebagaimana dimaksud dalam syat  (4), Pemeriksa Pajak membuat
Berita Acara Penolakan Membantyu ¥elzncaran Pemeriksasn vang
ditandatangani oleh Femeriksa Fajalk.
Dalam hal Wajib Pajsk atau kuasanya =idak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pagzl 29 ayat [3) Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentany Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang HNomar 16 Tahun 2000, maks Wajib Pajakx atau kuasanya
harus menandatangani Surat-Pernyatsan Fenolakan Pemeriksaan.
Dalam , hal terjadi penolakan untuk ‘menandatangani  Surat Pernyataan
Penolakan Pemeriksaan sebagaimana cimsahksud dalam ayat {6), Femeriksa
Pajak membuat Berita Acara Penolaksn Pemeriksaan vang ditandatangani
oleh Pemeriksa Pajak. :
Surat Pernyataan Fenclakan Pemeriksasn stau Berita Acara Penolakan
Pemeriksaan sebagaimanz dimaksud dslam ayat {6} atau ayat (7) dapat
dijadikan dasar untuk penetapan besarnyva pajak terutang secara jabatan
atau dilakukan penyidiken.

Passal 14
Laporan Pemeriksaan Praiak digunakan ‘pebagail dasar penerbitan surat
ketetapan pajak dan Surat Tagihan Fatak atan untuk tujuan lain dalam
rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Penghitungan besarnya pajak yang terutang menurui Laporan Pemeriksaan
Pajak yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan padjak
dan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaxsud dalam ayat (1) yang
berbeda dengan Surat Pemberitahuan, diberitahukan kepada Wajib Pajak.

Pasal 15
Dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak waijib
memberitahukan secara tertulis kepsda Wajib Pajak tentang hasil
pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitzhuan
dengan hasil pemeriksaan untuk ditangoapi Wajib Pajak.



Atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Wajib Pajak

wa]ib menyampaikan tanggaparn secara tertulis.

3) Berdasarkan tanggapan tertulis dari Wajzb Pajek, Pemeriksa Pajak
mengundang Wajib Pajak uatuk menjhadir! Pembahzsan Akhir Hasil
Pemeriksaan.

4) Dalam Pembahasan Bkhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat didampingi
oleh Konsultan Pajak dan atau Akuntern Publik.

5) Dalam Pemeriksasn Lapangan, pemberitabuan hasil pemeriksaan, tanggapan

oleh Wajib Pajak atas pemberitabusn hasil Pemeriksaan, dan Pembahasan

Akhir Hasil Pemeriksasn diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3

{tiga) minggu.

Apabila Wajib Paiak tidak wemberilan tanggapan dan  atau tidak

menghadiri Fembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimsksud

dalam ayat (1) dan avat (3) wajik dibuatkan Berita Acara, dan surat
ketetapan pajak dan Surat Tagikan Pajak diterbitkan secara jabatan
berdasarkan hasil pemeriksaan vang cdissmpaikan kepada Wajib Pajak.

b

[}

7} Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada  Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat {1) tidakz cilakukan apabila pemeriksaan
dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

8) Dalam Pemeriksaan Kantor, hasil pemeriksaan disampaikan kepada Wajib
Fajak.

Passl 1t
Apabila dalam pemerikszan ditemukan bukoi permelaan tentang adanya tindak
pidana di bidang perpaiakan, Femerilkszan dilanjutkan dengan pemeriksaan
bukti permulaan.

Pasal 17
Pemeriksaan yang sedang berlangsung dan belunm diputus sebelum 1 Januari
2001, tetap berlaku Keputusan Menteri Hevangen Homor 625/KME.04/1994.

Paszl 18
Ketentuan yang diperlukan dalam rangka. pelaksanaan Keputusan Menteri
Keuvangan ini diatur oleh Direktur Jernderal Pajak.,

Pasal 1%
Pada saat Keputusan Menteri Keuwangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri
Keuangan Homer 625/KME.04/15%94 tentény Tamta Cara Pemeriksaan di Bidang
Perpajakan, dinyastakan tidak berlaku.

Pasal 2
Keputusan Menteri Kevangan ini melai beri

&k pada tanggal 1 Januari 2001.
Agar setlap orang mengetahuinya, memerintebkan Pengumuman Keputusan
Menteri Keuangan ini dengan pPengmpatannyk dalam Berita Negara Republik
Irndonesia. '

Dizetapkan di Jakasta
pada tanggal 22 Deseriber 2000
MENTERI KEUANGAN REPIBLIY THOONESIA

Ttd

PRIZADI PRAPTOSUHARDIO

Peraturan Sebelumnya
€25/KMK.04/1994 TATA CARA FEMERIKSABN DI BIDANG FERPAJAKAN




Lampiran 3

Peraturan Detzil : :

Perihal : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 545/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN
PAJAK '

Tanggal Terbit : Kamis, 07 Desember 2006 i
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUELIK INDONESIA
NOMOR 123/PMK.(03,/2006
. TENTEKG'

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTER? KEJRMGAN NOMOR 545/KMK.04/2G00
TENTANG TATA CARA FEMERIKSEZAN PAJAK

MENTERI KEUANGAN EEPUELIK INDONESIZ,
Menimbang :

a. bahwa untuk menyesuaikan denger: perkembangan ekoncmi, sosial
dan politik wang terjadi di nasyarakat dan mendukung iklim
investasi di dalam negerli serta meningkatkan relayanan
kepada Wajib Pajak di bidang psmerrksaan pajak, dipandang
perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Keuangan HNomor
S45/KMK.04/2000 tentang Tatacara Pemeriksaan Pajak ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu menetapkan Peraturan : Menter: Keuangan tentang
Perubahan atas Keputusarn = Menteri Keuangan Nomoxr

545/KMK.04/2000 tentang Tata Carfa Pemeriksaan Pajak;

Mergingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tabun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran HWegara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebacaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2600 Homor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nemor 3934) .

2. Keputusan Presiden Womor 20/P Tahun 2005;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

MEMUTUSKEN :
Menstapksr ;

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR
S45/KMK. 04/2000 TENTANG TATA CARE PEMERIKSAAN PAJAK.

Fasal
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Femeriksaan Pajak diubah sebagai
berikut :



1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menambah 2 (cua) angka yakni
angka 9 dan 10, sehinggs Pasal 1 berbunyl sebagail berikut :

YPazal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1)

2)

3}

4)

5)

5)

7)

8)

9)

10)

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpul kan, mengolah data den/atau  keterangan lainnya
untuk menguji kepatuhsn pemenchan kewajiban perpajakan dan
untuk tujuan lain dalar rangka melaksanaken ketentuan
peraturan perundang-undangan peéerpaiakan.

Pemerikss Pajak adalah Pegawsil Negerli Sipil di lingkungan
Direktorat Jendexral Pajak atau tenmaga ahli yang ditunjuk
oleh Direktur Jenderal Pajek vang diberi tugas, wewenang,
dan tanggung awab untuk melaksenakan pemeriksaan pajak.
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan  informasi
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan
dan Pbiaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang atau jasa, vang ditviup dengan menyusun laporan
keuangan berupa nsraca dan lapcoran laba rugi pada setiap
Tahun Pajak berakhir. _

Pembahasan Akhir Hasil Femeriksaan {Closing Conference)
adalah pembahasan vang dilakukan an-ara Pemeriksa Pajak dan
Waiib Pajak atas temwuan sselawa peneriksaan, dan hasil
bahasan temuan tersebut aik wyang disetujui maupun yang
tidak disetujui dituangkan @ dalam Berita Acara Hasil
Pemeriksaan yang ditandatarngani oleh Pemeriksa Paiak dan
Wajibk Pajak. _

Kertas Ferja Pemeriksaan adelah cetatan secara rinci dan
jelas vang diselenggarakan oleh Pameriksa Pajak mengenai
prosedur pemeriksaan vang ditempul, penguijian vang
dilakukan, bukti dan keterangan yang CZikumpulkan dan
kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan
pemeriksaarn. :

Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan tentang 'hasil
pemeriksaan yvang disusun oleh FPemeriksa Pajak secara ringkas
dan Jjelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan  tujuan
pemeriksaan. :

Bukti permulaan adalah keacaan danfatau bukti-bukti, baik
beruvpa keterangan, tulisan, perbuatas, atau benda-benda yang
dapat memberikan petunjuk babwa suvatu tindak pidana sedang
ataun telah terjadl vyang dilakukan oleh Wajib Pajak vyang
dapat menimbulkan kerungian padas Hegara.

Pemeriksaan bukti permwnlsan zdalah pemeriksaan pajak untuk
mendapatkan bukti permulaar tentarg adanya dugaan telah
terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Tim Fembahas adalah tim vyang dibentuk ol=sh Kepala Unit
Pelaksana Pemeriksaan | Pajak yang terdiri dari sekurang-
kurangnya 3 (tiga) orang pejabat di lingkungar Unit
Pelaksana Pemeriksaan Pajak, begrtugas untuk membahas
perbecaan antara Pendapat Wsjib Pajak dengan Hasil
Pembahasan atas Tanggapan Wajibk Pejak oleh Tim Peneriksa
Pajak.

Kuesicner Pemeriksasn Pajdak adalah formulir vang
berisikan sejumlah pertanvaan vang terkait dengan



pelaksanaan pemeriksaan pajak vyany dapat digunaksn oleh
Wajib Pajek sebagai sarans pezrberian pendapat atau evaluasi
atas pelaksanaan pameriksaan.”

2. Ketentuan Pasal 3 ayat {1} nhuyef a, avat (Z), dan avat (3}
diubah, dan ayat 4, ayat (5}, (6}, {8), dan (9) dihapus,
serta ditambah 1 (sazu) ayat vakni ayat 10, sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai beriiut:

" Pasal 3

1) Rueang lingkup pemeriksaan terciri dari

a) Pemeriksaan Larangan vyanc melipati  svatu jenis pajak,
beberapa jenis pajak atau selu-uh jenis pajak, wuntuk
tahun berjalan dan/atav tahkun-ta=~un sebelumnya dan/atau
untuk tujuan lain vang dilakukar di tempat Wajib Pasjak
dan di kantor Direktorat Jerceral Pajak;

D) Pemeriksaan Kantor vang meliputi  suatu dJenis pajak
tertentu baik tahun berjalan dan/atau tahun~tahun
sebelumnya yang dilakukan di kan=or Direktorat Jenderal
Pajak. _

2} Pemerikszan sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) huxuf = dapat
dilaksanakan dengan pemsriksaasn. lengkap atau pemeriksaan
sederhana lapangan.

3) Pemeriksaan sebagaimana dimakeund dalam ayat (1) huruf b dapat
dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana kantor atau
pemeriksaan dengan korespendesnsi,

4) dihapus
5) dihapus
&) dihapus

7) Apabila dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksad
dalam ayat (1) huruf b ditemuksn incdikasl adanya transaksi yang
mengandung unsur trarsfer pricing., maxa lingkup pemeriksaan
ditingkatkan menjadi Psmeriksaan Lapangan.

8) dihapus

9} dihapus

10) Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Direktur denderal Pajak”

+

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga kerbunyi sebagai berikut

" Pasal 7

Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Wajib Pajak adalah sebhagal
berikut
a. Dalam hal Pemeriksaan Lapangar, Wajik Pajak berhak neminta
kepada Pemeriksaz Pajak untuk memperl-hatkan Surat Perintah
Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pémeriksa;
b. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemerikss Pajak untuk
memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksazn;
€. Dalam hal Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib memenchi
panggilan untuk datang menghadiri pemerilksaar sesual dengan
waktu yang ditentukan: :
d. Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku,
catatan-caitatan, Jdar dokumen-dokumen yang diperlukan untuk
kelancaran pemeriksaan dan rembberikan  keterangan dalam



Jangka waktu paling lama 7 (vuiuh) hari sejak tanggal surat
permintaan. dan apabila permintaan tersebut tidak cdipenuhi
oleh Wajib Pajak, maka pajak veng terutang dapat dihkitung
secara jabatan;

Wajib Pajak berhak meminta keépada Pemeriksa Pajak rincian
yang berkenaan dengan hai-hal yang berbeda antara hasil
pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan;

Wajib Pajak berhak mengajukan permchonan pembahasan oleh Tim
Pembahas dalam hal terdapat perbedaan antara pendapat Wajib
Pajak dengan hasil pembahasan atas tanggapan Wajib Pajak
oleh Tim Pemeriksa Paiak;

Wajib Pajak atav kuasanya wajik menancatanganl surat
pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan
disetujuinyar

Wajib Pajak atau kuasanya wajikb menandatangani Berita Acara
Hasil Pemeriksaan apabila hasil pereriksaan tersebut tidak
atau tidak seluruhnya disetuiui;

Wa}ib Pajak berhak untuk memberikan rendapat atau penilaian
atas pelaksanaan pemeriksaan olelk Tim Femeriksa Pajak
melalui pengisian formulir kussicner pemeriksaan pajak;
Dalam rangka pelaksanaan pemzrikszan, Wasiib Pajak wajib
melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tertang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan ' sebagsimana telah ciubah terakhir
dengan Undang-iUndang Homcr 16 Tahun 20060."

Ketentuan Fasal 15 ayat :t5) Giubah dan ayat (B) dihapus,
sehingga Pasal 15 berbunyi seb&gai_m@ri%ut

" Pasal 15

Dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa
Pajak wajib memberitahukar secsra tertulis kepada Waiib
Pajak tentang hasil pemexriksaan berupa hal-hal yang hkerbeda
antara Surat Pemberitahuan dengen hasil pemeriksaan untuk
ditanggapi Wajib Pajak. :

Atas pemberitahuan sebagaimena dimaksud dalam ayat (1) Wajib
Pajak wajib menyampaikasn tanggapan sefcara tertulis.
Berdasarkan tanggapan tertulis cari Wajik: Pajak, Pemeriksa
Pajak mengundang Wajib. Pajak untuk menghadiri Pemkahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan.

Dalam Pembahasan 2Akhir: Hasil Pemeriksaan, Wajib |, Pajak
dapat didampingi oleh : FKorsultan Fajak dan/atau ARkuntan
Publik, :

Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan akan diatur
lebih lanjut dengan Peratursn Direkius Jenderzl Pajak.

» Apabila Wajib Pajak tidak merberitan tanggapan dan/ataun

tidak menghadiri  Pembahasan @ Akhir  Hasil Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1. darn ayat (3) wajib
dibuatkan Berita Acara, dan Sorat Ketetapan Pajak dan Surat
Tagihan Pajak diterbitkan sscare jabatan berdasarkan hasil
pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.
Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada  Waiib Fajak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan apabila
pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

dihapus" ' '



Pasal II

1} Terhadap Wajib Pajak yang sudeh dizerbitkanm Surat Per-ntah
Pemeriksaan Pajak (SP3} sebelum berlakunya Peraturan Menteri
Keuangan ini, dapat dilskukan pemerikszan berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan ini

2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanszan dari pemeriksaan
sebagaimana dimakeud pada angka 1 diatur dengan Perataran
Direktur Jenderal Pajak.

Pasal III

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai barlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinys, memerintahkan  pengumuman

Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Desember 2006
MENTERI RKZUANGAN,

ttd,

SRI MULYANI INDRAWATI
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